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berkontribusi terhadap peningkatan tanggung jawab dan integritas profesi secara ) ’
keseluruhan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian
ini menganalisis norma hukum, kode etik, dan peran lembaga pengawas seperti
Dewan Kehormatan, Komisi Yudisial, dan Komisi Kejaksaan. Temuan
menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan secara konsisten dan proporsional
berfungsi tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai alat edukatif, Keywords:

preventif, dan restoratif. Implementasi sanksi yang efektif mampu mendorong  giiya profesi Hukum, Sanksi
kesadaran etis di kalangan profesional hukum, memperkuat akuntabilitas internal,
serta memulihkan kepercayaan publik. Namun, efektivitas tersebut masih
dihambat oleh faktor-faktor seperti lemahnya independensi lembaga,
ketidakpastian prosedur, serta rendahnya budaya etika. Oleh karena itu, diperlukan
reformasi struktural dan pendidikan etika berkelanjutan untuk membangun profesi
hukum yang bermartabat dan berintegritas.
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fundamental element in maintaining the legitimacy of the legal system and public Legal Professional Ethics,

trust. This article critically examines how the mechanism of supervision and Disciplinary Sanctions, Responsibility
implementation of disciplinary sanctions against violators of legal professional

ethics contributes to increasing the responsibility and integrity of the profession as

a whole. Using normative legal research methods, this study analyzes legal norms,

codes of ethics, and the role of supervisory institutions such as the Honorary

Council, the Judicial Commission, and the Prosecutorial Commission. The

findings show that sanctions that are applied consistently and proportionally

function not only as a form of punishment, but also as an educational, preventive,

and restorative tool. Effective implementation of sanctions can encourage ethical

awareness among legal professionals, strengthen internal accountability, and

restore public trust. However, this effectiveness is still hampered by factors such

as weak institutional independence, procedural uncertainty, and low ethical

culture. Therefore, structural reform and continuous ethics education are needed

to build a dignified and integrity-based legal profession.
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PENDAHULUAN

Profesi hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem hukum dan masyarakat.
Sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan, profesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris
berfungsi untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata. Mereka bertanggung
jawab untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial. Dalam hal ini, kinerja dan
integritas profesi hukum sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Ketika masyarakat melihat bahwa profesi hukum beroperasi dengan integritas, kepercayaan terhadap
sistem hukum akan meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas sosial.'

Namun, dampak langsung dari kinerja profesi hukum tidak selalu positif. Ketika terjadi
pelanggaran etika atau penyalahgunaan wewenang, hal ini dapat merusak kepercayaan publik dan
menciptakan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami urgensi etika dan

! Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum: Pilar Integritas Dalam Penegakan Hukum, 12 November
2024, https://kumparan.com/daniel-pahala-hasiholan-sitorus/etika-dan-tanggung-jawab-profesi-hukum-pilar-integritas-dalam-penegakan-
hukum-23tpDvTvybE/1
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tanggung jawab dalam profesi hukum. Profesional hukum memegang kekuasaan dan kepercayaan yang
besar dari masyarakat, sehingga etika dan tanggung jawab menjadi safeguard yang penting untuk
mencegah penyalahgunaan wewenang.”? Hubungan antara etika profesi yang kuat dengan legitimasi
putusan dan kebijakan hukum sangat jelas; keputusan yang diambil oleh profesional hukum harus
didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang tinggi agar dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam hal ini, norma dan kode etik yang telah ada menjadi sangat penting. Berbagai kode etik
dan peraturan disipliner telah dirumuskan untuk masing-masing cabang profesi hukum. Tujuan ideal
dari pembentukan kode etik ini adalah untuk menjaga martabat profesi, melindungi pencari keadilan,
dan memastikan standar profesionalisme yang tinggi.> Namun, meskipun norma-norma ini ada, realitas
di lapangan seringkali menunjukkan fenomena pelanggaran etika yang masih sering terjadi. Isu-isu
seperti korupsi, konflik kepentingan, keberpihakan, dan maladministrasi menjadi tantangan yang harus
dihadapi oleh profesi hukum.

Dampak negatif dari pelanggaran etika ini sangat signifikan. Citra profesi hukum dapat
tercoreng, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat menurun. Kasus-kasus
pelanggaran etika yang muncul di media, seperti kasus korupsi yang melibatkan pejabat hukum,
menunjukkan perlunya tinjauan kritis terhadap efektivitas penegakan etika dan tanggung jawab profesi
hukum. Dalam konteks Indonesia saat ini, berita-berita terkini sering kali mengindikasikan bahwa
pelanggaran etika masih menjadi masalah yang serius.

Permasalahan efektivitas penegakan etika dalam profesi hukum juga menjadi sorotan. Terdapat
gap yang signifikan antara norma yang tertuang dalam kode etik dengan implementasinya di lapangan.
Pertanyaan yang muncul adalah mengapa pelanggaran etika masih marak meskipun ada aturan yang
jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut.

Indikasi kurangnya efektivitas penegakan etika dapat dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya
adalah lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap praktik profesi hukum. Proses penegakan
yang tidak transparan atau akuntabel juga menjadi masalah yang serius. Selain itu, kurangnya
independensi badan pemeriksa atau penegak etika dapat mengurangi efektivitas penegakan. Sanksi yang
dianggap kurang memberikan efek jera juga menjadi salah satu penyebab mengapa pelanggaran etika
masih terjadi.

Rendahnya kesadaran etika di kalangan profesional hukum itu sendiri juga menjadi faktor yang
tidak bisa diabaikan. Ketika profesional hukum tidak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap etika,
maka pelanggaran etika akan lebih mudah terjadi. Konsekuensi dari kurangnya efektivitas penegakan
etika sangat serius. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi
hukum, rusaknya reputasi profesi, dan terhambatnya proses peradilan yang adil.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk melakukan tinjauan kritis terhadap efektivitas
penegakan etika dan tanggung jawab profesi hukum. Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan
wawasan yang lebih dalam mengenai kondisi yang ada, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa
depan. Dengan demikian, diharapkan profesi hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga
keadilan dan integritas sistem hukum.

Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk
meningkatkan efektivitas penegakan etika dan tanggung jawab profesi hukum. Hal ini tidak hanya akan
memperbaiki citra profesi hukum, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, profesi hukum dapat kembali menjadi pilar utama
dalam penegakan keadilan dan hukum di masyarakat.

Tinjauan kritis ini juga akan mencakup analisis terhadap berbagai kode etik yang ada, serta
bagaimana implementasinya di lapangan. Dengan memahami kondisi ideal dan tantangan yang
dihadapi, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem
pengawasan dan penegakan etika dalam profesi hukum.

2 Burhanudin, Achmad Asfi. "Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik." El-Fagih: Jurnal Pemikiran Dan
Hukum Islam 4.2 (2018): 50-67.
3 Siti Marwiyah, Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, him. 3
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Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa penegakan etika dan tanggung jawab profesi hukum
bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh
elemen dalam sistem hukum. Dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan
penegakan etika dalam profesi hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak
positif bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu
pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan bahan-bahan pustaka atau data sekunder
sebagai dasar analisis.* Metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis norma-norma
hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, yurisprudensi,
maupun literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam
penerapannya, penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case
approach) untuk memahami secara mendalam isi, sejarah, serta filosofi dari peraturan yang berlaku.’
Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan aturan
hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi atas permasalahan hukum yang
ditemukan4. Data yang digunakan dalam metode ini bersumber dari dokumen-dokumen tertulis,
sehingga tidak memerlukan observasi atau penelitian lapangan, melainkan mengandalkan analisis
kualitatif terhadap sumber-sumber hukum yang ada. Dengan demikian, metode yuridis normatif sangat
tepat digunakan untuk menelaah efektivitas penegakan etika dan tanggung jawab profesi hukum, karena
mampu memberikan pemahaman teoritis dan konseptual yang komprehensif mengenai norma-norma
hukum yang mengatur serta pelaksanaannya dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Etika Profesi Hukum Berkontribusi Pada
Efektivitas Penegakan Etika Secara Keseluruhan

Dalam sistem hukum modern, profesi hukum memikul tanggung jawab besar untuk menjaga
keadilan, menjamin hak asasi manusia, dan menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, integritas
dan profesionalisme para pelaku profesi hukum menjadi elemen yang sangat krusial.® Untuk menjaga
standar integritas tersebut, mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran etika menjadi
instrumen utama yang tak dapat diabaikan. Tanpa mekanisme ini, norma etika hanya akan menjadi
dokumen formal tanpa daya paksa yang nyata. Pengawasan dan penindakan berperan sebagai jantung
dari sistem etika profesi hukum. Melalui pengawasan, penyimpangan dapat dicegah sejak dini,
sementara melalui penindakan, pelanggaran yang terjadi dapat ditindak secara tegas. Kombinasi
keduanya menjadi alat untuk memastikan bahwa profesi hukum tidak menyimpang dari tujuan idealnya
sebagai pelayan keadilan.’

Efektivitas penegakan etika dalam konteks ini merujuk pada kemampuan sistem pengawasan
dan penindakan untuk mengurangi jumlah pelanggaran, meningkatkan kesadaran etis di kalangan
profesional hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Dengan kata
lain, efektivitas dapat dilihat dari konsistensi dalam penerapan sanksi, kemampuan menindak tanpa
pandang bulu, dan kemampuan menumbuhkan budaya etis. Dasar dari pengawasan dan penindakan
etika adalah norma yang telah ditetapkan dalam kode etik masing-masing profesi hukum. Setiap cabang
profesi hukum di Indonesia memiliki kode etik tersendiri, seperti Kode Etik Advokat Indonesia, Kode
Etik Hakim, Kode Etik Jaksa, dan Kode Etik Notaris. Kode-kode ini berfungsi sebagai panduan moral
dan profesional bagi para praktisi hukum.

“Kornelius Benuf and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer."
Gema Keadilan 7.1 (2020): 20-33.

5 Pujiati, Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum, 21 Oktober 2024, https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-
yuridis-normatif/

SLivia V Pelle. "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." Lex Crimen 1.3 (2012).

"Hasanuddin Hasim. Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Diss.
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015.
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Kode etik tersebut memiliki kekuatan hukum karena diakui dan dikuatkan melalui peraturan
perundang-undangan. Sebagai contoh, keberadaan Kode Etik Advokat dijamin dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.® Begitu pula dengan hakim dan jaksa, yang etika profesinya
diperkuat dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan peraturan internal lembaga masing-masing.
Pengawasan terhadap pelanggaran etika dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah ditentukan. Di
tingkat internal, organisasi profesi memiliki kewenangan untuk membentuk dewan kehormatan atau
komisi pengawas, seperti Dewan Kehormatan PERADI atau Komisi Etik di lingkungan Mahkamah
Agung. Lembaga ini bertugas menerima laporan, memproses, dan menjatuhkan sanksi kepada
anggotanya yang melanggar etika.

Selain pengawasan internal, terdapat pula lembaga pengawasan eksternal yang berperan
mengawasi profesi hukum, misalnya Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim. Mekanisme
semacam ini menciptakan lapisan kontrol ganda yang penting untuk menjamin netralitas dan
objektivitas dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. Pengawasan juga dapat dilakukan melalui
pelaporan oleh masyarakat atau sesama profesional. Mekanisme pelaporan ini memungkinkan
partisipasi publik dalam menjaga integritas profesi hukum. Namun, pelaporan yang efektif
mensyaratkan adanya sistem yang mudah diakses, terlindungi dari ancaman balasan, dan diproses
dengan serius. Setelah laporan diterima, tahap awal dalam proses penindakan adalah verifikasi dan
investigasi. Pada tahap ini, lembaga pengawas menilai kelengkapan laporan, mengumpulkan bukti
awal, dan melakukan klarifikasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hanya laporan yang
memiliki dasar kuat yang dilanjutkan ke tahap berikutnya.’

Jika laporan dinyatakan layak, maka akan dilanjutkan ke sidang etik atau sidang dewan
kehormatan. Dalam sidang ini, terlapor diberikan hak untuk membela diri, mengajukan bukti, dan
menghadirkan saksi. Transparansi dan keadilan dalam proses ini menjadi indikator penting dari
legitimasi sistem penegakan etika. Putusan yang dihasilkan oleh majelis etik bisa berupa pernyataan
bahwa pelanggaran tidak terbukti atau terbukti. Jika terbukti, maka akan ditentukan jenis sanksi yang
sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penting agar setiap putusan didasarkan pada
pertimbangan objektif dan tidak dipengaruhi tekanan politik atau konflik kepentingan. Sanksi yang
dijatuhkan atas pelanggaran etika bervariasi. Untuk pelanggaran ringan, biasanya dikenakan teguran
lisan atau tertulis. Teguran ini bersifat peringatan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya dan
menjadi pembelajaran bagi rekan seprofesi lainnya.

Untuk pelanggaran yang lebih serius, dapat dijatuhkan sanksi sedang seperti skorsing atau
pembatasan praktik untuk jangka waktu tertentu. Sanksi ini berfungsi sebagai bentuk hukuman dan juga
kesempatan bagi pelanggar untuk merefleksi dan memperbaiki diri. Sedangkan untuk pelanggaran berat
yang menyangkut integritas mendasar atau berdampak besar terhadap kepercayaan publik, sanksi bisa
berupa pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap dari profesi. Sanksi ini menunjukkan
bahwa profesi hukum tidak memberi toleransi terhadap pelanggaran etika yang mencolok.'

Kontribusi mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap efektivitas penegakan etika dapat
dilihat dari berbagai aspek. Secara preventif, keberadaan sistem pengawasan yang kuat dan sanksi yang
tegas menciptakan efek gentar (deterrent effect) bagi para profesional hukum. Mereka akan berpikir
dua kali sebelum melanggar etika karena tahu ada konsekuensi nyata. Lebih dari itu, sistem pengawasan
yang konsisten juga mendorong terbentuknya budaya etis dalam lingkungan profesi hukum. Ketika
norma ditegakkan secara adil dan tegas, maka kepatuhan terhadap etika akan menjadi kebiasaan dan
bagian dari kultur organisasi. Secara represif, mekanisme ini berperan memastikan bahwa pelanggaran
tidak dibiarkan berlalu tanpa pertanggungjawaban. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan
menunjukkan bahwa profesi hukum bukanlah tempat yang aman bagi mereka yang tidak bermoral.

8 Nggabut, Giovani DB, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat." Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik 2.1
(2024): 300-310.

? Sabir, Muh Sadli, Muh Isra Syarif, and Andi Muh Taqiyuddin BN. "Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial,
Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK)." Ethics and Law Journal:
Business and Notary 1.3 (2023): 210-235.

19Septi Tri Wulandari and Muttaqin Choiri. "Penguatan Wewenang Lembaga Pengawas Eksternal Pada Penegakan Kode Etik Profesi
Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)." Al-Adl: Jurnal Hukum 12.2 (2020): 280-299.
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Mekanisme ini juga berperan dalam melindungi masyarakat, khususnya pencari keadilan.
Ketika pelaku profesi hukum yang tidak etis disingkirkan dari praktik, maka masyarakat dapat merasa
lebih aman dan percaya bahwa proses hukum akan berjalan dengan adil. Di sisi lain, sistem penindakan
juga memiliki fungsi edukatif. Kasus-kasus pelanggaran yang ditangani dengan baik dapat dijadikan
studi kasus untuk pembelajaran bagi generasi profesional hukum berikutnya. Mereka belajar dari
pengalaman nyata dan memahami pentingnya menjaga etika dalam praktik sehari-hari. Hasil
penindakan juga dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan reformasi sistem. Misalnya, jika suatu
pelanggaran sering terjadi karena aturan yang kabur atau tidak relevan lagi, maka perlu dilakukan revisi
terhadap kode etik dan prosedur pengawasan.

Transparansi dalam seluruh proses juga sangat penting dalam membangun kepercayaan publik.
Ketika masyarakat mengetahui bahwa profesi hukum serius dalam menegakkan etika dan terbuka
terhadap pengawasan, maka tingkat kepercayaan terhadap lembaga hukum pun akan meningkat.
Keadilan prosedural dalam setiap tahapan pemeriksaan juga menjadi indikator penting dari integritas
sistem etika. Proses yang tidak diskriminatif, memberi ruang pembelaan, dan diakhiri dengan keputusan
yang adil adalah cermin dari profesionalisme sejati. Namun, efektivitas penegakan etika tidak lepas dari
tantangan. Secara internal, independensi lembaga penegak etika kadang masih lemah. Terdapat risiko
konflik kepentingan, terutama jika majelis etik berasal dari lingkungan yang sama dengan pelanggar.
Faktor eksternal seperti tekanan politik, intervensi kekuasaan, dan minimnya dukungan publik juga
dapat mengganggu jalannya proses pengawasan dan penindakan. Belum lagi lemahnya koordinasi
antarlembaga yang menyebabkan tumpang tindih atau kekosongan dalam penanganan pelanggaran.

Selain itu, beberapa celah juga masih ditemukan dalam aspek aturan dan implementasi. Kode
etik yang ambigu, prosedur pengaduan yang rumit, serta sanksi yang tidak proporsional seringkali
menjadi penghambat utama dalam mencapai efektivitas yang diharapkan. Sebagai penutup, dapat
disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan dan penindakan berperan sangat besar dalam menciptakan
efektivitas penegakan etika profesi hukum. Melalui fungsi preventif, represif, edukatif, dan pembentuk
kepercayaan publik, mekanisme ini menjadi fondasi integritas profesi hukum. Untuk meningkatkan
efektivitasnya, perlu dilakukan sejumlah langkah seperti memperkuat independensi lembaga pengawas,
meningkatkan transparansi proses, menyederhanakan prosedur pelaporan, serta memastikan bahwa
pendidikan etika menjadi bagian penting dalam pembinaan dan pendidikan hukum.

Implementasi Sanksi Disipliner Yang Dijatuhkan Terhadap Pelanggar Etika Profesi Hukum
Berkontribusi Pada Peningkatan Tanggung Jawab Dan Integritas Profesi Secara Keseluruhan

Pada dasarnya, penerapan standar etika bukan hanya aspek formalitas, melainkan pondasi
utama dalam membangun kepercayaan dan menjalankan fungsi sosial hukum secara adil dan
bermartabat. Di tengah kompleksitas dinamika profesi hukum, sanksi disipliner menjadi alat vital untuk
memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik tidak dibiarkan begitu saja, melainkan
ditindak sesuai prosedur yang sah. Dengan demikian, sanksi tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga
alat pembinaan dan penyeimbang profesionalisme. Pentingnya implementasi sanksi tidak dapat
dilepaskan dari tujuannya yang multifungsi. Sanksi yang ditegakkan secara adil dan konsisten mampu
berperan sebagai instrumen edukasi, pencegahan, koreksi perilaku, dan bahkan pemulihan marwah
profesi di mata publik. la tidak hanya menjatuhi hukuman kepada pelanggar, tetapi juga menjadi pesan
moral kepada komunitas profesi bahwa pelanggaran etika memiliki konsekuensi.!!

Peningkatan tanggung jawab dan integritas sebagai tujuan akhir dari sistem sanksi harus
dipahami secara konseptual. Tanggung jawab dalam profesi hukum mencakup akuntabilitas atas peran
dan kewenangan yang diemban, serta kesadaran etis dalam menjalankan tugas. Sementara integritas
berarti menyatunya kejujuran, moralitas, dan keadilan dalam praktik profesional. Dua hal ini merupakan
standar kepribadian yang ingin dibentuk melalui penerapan sanksi etika. Sanksi disipliner hanya dapat
ditegakkan secara sah apabila memiliki dasar hukum dan dukungan kelembagaan yang memadai. Setiap
profesi hukum di Indonesia memiliki kode etik tersendiri yang memuat jenis-jenis pelanggaran serta
sanksi yang dapat dijatuhkan. Misalnya, Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Hakim, Kode Etik

' Mardiana, Devi. "Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia." Hukum dan
Masyarakat Madani 12.1 (2022): 75-85.
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Kejaksaan, dan Kode Etik Notaris. Kode-kode ini tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi memiliki
kekuatan mengikat secara profesional.

Penegakan sanksi dilakukan oleh lembaga khusus yang ditunjuk sesuai dengan profesinya.
Advokat diawasi oleh Dewan Kehormatan PERADI, hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dan
Komisi Yudisial, jaksa oleh Komisi Kejaksaan dan mekanisme internal Kejaksaan Agung, serta notaris
oleh Majelis Pengawas Notaris. Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan menyidangkan, memutus,
dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran etika. Jenis sanksi yang dijatuhkan dibagi menjadi
beberapa kategori berdasarkan berat ringannya pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, sanksi yang
biasa dijatuhkan berupa teguran lisan atau tertulis. Sanksi ini bersifat peringatan, mengingatkan pelaku
bahwa tindakannya tidak sesuai dengan standar etika profesi.

Untuk pelanggaran sedang, bentuk sanksi yang dijatuhkan bisa berupa penundaan kenaikan
pangkat atau jabatan, serta skorsing sementara dari praktik hukum. Ini bertujuan memberi waktu kepada
pelaku untuk merefleksikan kesalahannya serta memberi sinyal kuat bahwa pelanggaran etika memiliki
dampak serius terhadap karier. Sanksi berat diberikan kepada pelanggaran yang mengindikasikan
ketidaklayakan moral untuk terus menjalankan profesi hukum. Contohnya adalah pemberhentian
sementara dengan batas waktu tertentu atau pemberhentian tetap dari profesi. Sanksi ini tidak hanya
melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga kehormatan kolektif profesi hukum. Dalam beberapa
kasus, sanksi juga disertai tindakan pelengkap seperti kewajiban mengikuti pelatihan etika lanjutan,
permintaan maaf publik, atau pengawasan khusus terhadap praktik profesional ke depan. Tindakan ini
bersifat mendidik sekaligus merehabilitasi.'

Sanksi tidak hanya berdampak pada pelaku, melainkan juga memberikan efek edukatif bagi
seluruh komunitas profesi hukum. Ketika pelanggaran ditindak tegas, seluruh profesional hukum
menyadari adanya batasan etika yang nyata, dan bahwa pelanggaran tidak akan diabaikan. Penerapan
sanksi juga membantu menjelaskan dan menafsirkan norma-norma dalam kode etik. Sering kali, kasus
konkret memberikan pemahaman yang lebih nyata tentang bagaimana norma diterapkan dalam situasi
profesional sehari-hari, sehingga memperkaya pemahaman para pelaku profesi hukum terhadap
kewajiban etik mereka. Dari sisi korektif, sanksi memberi kesempatan kepada pelanggar untuk berubah
dan memperbaiki diri. Sanksi bukan semata-mata penghukuman, tetapi juga instrumen rehabilitasi
moral. Pelaku yang bersikap kooperatif dan menunjukkan penyesalan seringkali diberikan ruang untuk
bangkit dan membuktikan integritasnya kembali.

Sanksi yang dijatuhkan secara tegas juga mendorong organisasi profesi untuk meninjau ulang
sistem pengawasannya. Mereka terdorong untuk memperkuat instrumen pemantauan dan pembinaan
anggota, serta memperbarui kode etik agar lebih relevan dengan tantangan praktik hukum modern. Efek
preventif juga tidak bisa diabaikan. Ketika ancaman sanksi benar-benar ditegakkan dan bukan hanya
simbolik, maka akan muncul efek gentar yang membuat profesional berpikir ulang sebelum melakukan
tindakan tidak etis. Dengan demikian, integritas kolektif profesi bisa dijaga. Penerapan sanksi yang
tepat juga efektif mencegah terulangnya pelanggaran oleh individu yang sama. Mereka yang telah
menjalani proses disipliner akan memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap pentingnya etika, dan
cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak ke depan.

Selain fungsi pencegahan, sanksi disipliner juga memiliki fungsi restoratif, yakni memulihkan
kepercayaan publik yang telah tercoreng akibat ulah segelintir oknum. Ketika masyarakat melihat
bahwa profesi hukum menindak tegas anggotanya yang menyimpang, kepercayaan terhadap institusi
hukum akan meningkat. Sanksi juga berperan penting dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi
hukum. Tidak ada profesi yang akan dihormati publik jika tidak mampu membersihkan dirinya dari
unsur yang mencemari nilai-nilai dasar profesinya. Penegakan sanksi menunjukkan komitmen profesi
terhadap keadilan dan kebenaran. Dalam jangka panjang, proses sanksi berfungsi sebagai filtrasi
profesional. Mereka yang tidak memiliki integritas tinggi dan terus melakukan pelanggaran serius akan
dikeluarkan dari lingkungan profesi. Hal ini menjaga agar profesi hukum tidak dipenuhi oleh aktor yang
mencederai nilai etis.

2Deva Wira Pramudy and Hudy Yusuf. "Analisis Normatif Penjatuhan Sanksi Etik dan Pidana pada Anggota Polri: Studi Kasus Ferdi
Sambo." Media Hukum Indonesia (MHI) 3.2 (2025).
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Namun, efektivitas sanksi sangat tergantung pada beberapa faktor penting. Salah satunya
adalah konsistensi dan keadilan dalam menjatuhkan sanksi. Jika keputusan sanksi dianggap tebang pilih
atau diskriminatif, maka seluruh proses kehilangan legitimasi moralnya. Transparansi dalam proses
penjatuhan sanksi juga menjadi kunci. Masyarakat dan komunitas profesi perlu mengetahui bahwa
proses berlangsung secara terbuka, adil, dan dapat diuji. Transparansi menumbuhkan akuntabilitas dan
menghilangkan prasangka buruk. Independensi lembaga penegak etika merupakan prasyarat mutlak.
Tanpa kebebasan dari intervensi eksternal, keputusan etika rentan dimanipulasi untuk kepentingan
politik atau pribadi. Hal ini bisa merusak esensi keadilan yang ingin dijaga oleh sanksi etika. Kesesuaian
antara sanksi dan beratnya pelanggaran juga menjadi prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan.
Proporsionalitas mencerminkan penghormatan terhadap asas keadilan dan menghindarkan lembaga
etika dari sikap sewenang-wenang.

Dukungan dari sesama profesional dan masyarakat menjadi faktor penguat dalam keberhasilan
implementasi sanksi. Tanpa kesadaran kolektif tentang pentingnya penegakan etika, sanksi hanya akan
menjadi beban administratif tanpa makna transformasional. Di sisi lain, pelaksanaan sanksi etika sering
menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah politisasi dan intervensi pihak luar, yang dapat
menekan keputusan atau bahkan menutupi pelanggaran demi kepentingan tertentu. Ini membahayakan
independensi lembaga etik. Keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan. Banyak lembaga
penegak etika kekurangan tenaga ahli, anggaran, atau sistem dukungan yang memadai untuk melakukan
investigasi dan persidangan secara efektif dan menyeluruh. Tak kalah penting, ketidakpastian hukum
akibat interpretasi kode etik yang ambigu dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam
penerapan sanksi. Hal ini memperlemah daya tangkal sanksi dan menimbulkan persepsi tidak konsisten.

Rendahnya kesadaran etika juga menjadi tantangan struktural. Dalam banyak kasus, budaya
organisasi yang permisif terhadap pelanggaran justru menyulitkan implementasi sanksi yang tegas.
Diperlukan pembinaan jangka panjang untuk mengubah budaya ini. Sebagai penutup, dapat ditegaskan
bahwa implementasi sanksi disipliner yang tegas dan adil sangat berkontribusi terhadap peningkatan
tanggung jawab dan integritas profesi hukum. la tidak hanya menegakkan keadilan internal, tetapi juga
menjaga kepercayaan eksternal dari masyarakat. Untuk menguatkan dampaknya, perlu
direkomendasikan penguatan independensi dan kapasitas lembaga etika, harmonisasi antar aturan
profesi, edukasi etika yang berkelanjutan, serta prosedur yang transparan dan standardisasi dalam
penanganan pelanggaran. Dengan langkah ini, profesi hukum akan lebih kokoh dalam menjaga
kehormatannya.

SIMPULAN

Implementasi sanksi disipliner terhadap pelanggar etika profesi hukum berperan strategis dalam
menegakkan integritas dan tanggung jawab profesi secara menyeluruh. Sanksi tidak hanya menjadi
bentuk hukuman, tetapi juga sarana edukatif, korektif, preventif, dan restoratif yang memperkuat
kesadaran etis, mendorong kepatuhan terhadap kode etik, serta memulihkan kepercayaan publik
terhadap profesi hukum. Ketika diterapkan secara adil, transparan, dan proporsional, sanksi disipliner
mampu mendorong terbentuknya budaya profesional yang berintegritas tinggi, memperkuat legitimasi
profesi hukum di mata masyarakat, serta menjaga kehormatan dan marwah institusi penegak hukum.

SARAN

Untuk mengoptimalkan kontribusi sanksi disipliner dalam peningkatan integritas dan tanggung
jawab profesi hukum, perlu dilakukan penguatan independensi lembaga penegak etika agar bebas dari
tekanan politik maupun kepentingan internal. Selain itu, mekanisme penjatuhan sanksi harus
dilaksanakan dengan prosedur yang transparan, akuntabel, dan berpijak pada prinsip keadilan
substantif. Standardisasi putusan dan harmonisasi antar kode etik profesi juga perlu dikembangkan agar
tidak terjadi disparitas yang merugikan kepercayaan publik terhadap proses etik.
Selanjutnya, perlu adanya pendidikan dan pelatihan etika hukum yang berkelanjutan sebagai bagian
dari pengembangan profesionalisme jangka panjang. Organisasi profesi harus mengambil peran
proaktif dalam membentuk budaya hukum yang menekankan integritas sebagai nilai utama. Partisipasi
aktif masyarakat dalam pelaporan serta dukungan antarprofesi juga penting untuk membangun sistem
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pengawasan kolektif yang kuat. Dengan strategi ini, diharapkan profesi hukum di Indonesia dapat terus
berkembang menuju praktik yang lebih etis, bertanggung jawab, dan dipercaya oleh seluruh lapisan
masyarakat.
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